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ABSTRAK 

 

Jordi Rahmat Syafrendi (2024):  Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik  

Nyando Sawah di Desa Koto Majidin 

Kabupaten Kerinci 
 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik nyando sawah 

di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci, yang dilakukan oleh masyarakat 

sebagai solusi ekonomi ketika menghadapi kesulitan finansial. Meskipun praktik 

ini sudah berlangsung lama, terdapat ketidakjelasan terkait hukum islam dalam 

memanfaatkan barang dijadikan jaminan dalam nyando sawah, yang berpotensi 

menimbulkan unsur riba. 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan menyando sawah di Desa Koto Majidin, kemudian bagaimana 

tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin, 

Kabupaten Kerinci. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air 

Hangat, Kabupaten Kerinci. Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang 

terlibat dalam praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin, yang meliputi Kepala 

Desa sekaligus tokoh adat, petani, warga desa yang mengetahui praktik nyando 

sawah, murtahin (pemberi pinjaman), dan rahin (peminjam atau penggadai 

sawah). Objek penelitian ini adalah praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin, 

yang mencakup proses akad rahn, pemanfaatan sawah selama masa gadai, serta 

tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah Kepala Desa Koto Majidin, beberapa orang lain juga dilibatkan sebagai 

informan, yaitu petani, pihak rahin dan juga murtahin. Data primer diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, pihak rahin, murtahin, dan 

juga petani, sementara data sekunder berupa dokumen dan skripsi terdahulu yang 

relevan. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik nyando sawah di 

Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan syariat Islam. Hal ini terutama disebabkan oleh unsur riba dalam 

pemanfaatan hasil sawah oleh pihak pemberi pinjaman selama masa utang belum 

dilunasi, yang bertentangan dengan prinsip larangan pemanfaatan barang gadai 

(marhun) dalam fiqh muamalah. Meskipun hubungan kepercayaan antara rahin 

(penggadai) dan murtahin (penerima gadai) cukup kuat, potensi perselisihan tetap 

ada jika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, disarankan agar setiap 

transaksi dilakukan dengan perjanjian tertulis yang jelas untuk mencegah 

kesalahpahaman. 
 

Kata Kunci: Rahn, Nyando, Fiqh Muamalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. 

Komprehensif disini Islam dianggap sebagai ajaran yang menyeluruh karena 

mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ritual atau ibadah 

hingga aspek sosial.  

Dalam aspek ritual tidak lepas dari hubungan manusia dengan Allah, 

ibadah diperlukan untuk memelihara ketaatan dan keharmonisan hubungan 

manusia dengan Allah. Selain itu, ibadah juga menjadi pengingat yang 

berkelanjutan akan peran manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi.
1
 

Universal berarti ajaran Islam dapat diterapkan di segala waktu dan 

tempat hingga akhir zaman. Prinsip ini terutama terlihat dalam aspek sosial, di 

mana Islam tidak hanya memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, tetapi juga 

tidak membedakan antara umat Islam yang tinggal di kota atau di desa, bahkan 

tidak membedakan antara umat Islam dan non-Muslim. 

 Baginya diwajibkan untuk saling membantu bagi yang membutuhkan, 

salah satunya adalah masalah pegadaian (rahn) selama bantuan tersebut 

mengandung hikmah dan manfaat dalam meringankan beban hidup manusia 

yang membutuhkannya, serta tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat di 

dalamnya.  

 

                                                           
1
  Noer Laili, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Tanah Sawah Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer 4, No. 1 (2022) : h. 22–43.   
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Agama Islam telah mengaturnya dengan jelas dalam Al-Qur'an dan 

hadis, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam ibadah, segala sesuatu 

diharamkan kecuali jika ada perintah dari Allah SWT dalam Al-Qur'an atau 

hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, dalam 

muamalah, segala hal diperbolehkan selama memberikan manfaat bagi umat 

manusia, kecuali hal-hal yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT dalam 

Al-Qur'an. 

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang umum di kalangan 

masyarakat, selain jual beli (al-bai), adalah gadai (ar-rahn). Gadai (ar-rahn) 

merupakan suatu akad pinjaman yang melibatkan benda atau hak yang 

memiliki nilai menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan utang untuk 

memperkuat kepercayaan. Dengan demikian, keberadaan barang yang 

dijadikan jaminan memungkinkan pihak penerima gadai untuk memperoleh 

pelunasan utang, baik sebagian maupun seluruhnya.
2
 

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang mendukung 

kehidupan masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia 

bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama. Banyaknya 

rumah tangga yang mengandalkan sektor pertanian menjadikannya memiliki 

peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun, meskipun 

demikian, sektor pertanian masih menghadapi tantangan untuk mencapai 

kestabilan dan kemapanan yang optimal.
3
 

 

                                                           
2
  Dandi Aprilianto, et.al., “Implementasi Akad Rahn Pada Transaksi Gadai Sawah di 

Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap,” JAMPARING: Jurnal Akuntansi 

Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling 1, No. 2 (2023): h. 26–41.  
3
 Miranda Mandang, et.al., “Karakteristik Petani Berlahan Sempit di Desa Tolok 

Kecamatan Tompaso,” Agri-Sosioekonomi 16, No. 1 (2020).: h. 105–114. 
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Dalam berbagai kegiatan ekonomi, hampir semua orang pernah 

melakukan kegiatan rahn, namun sebagian orang belum mengetahui definisi 

rahn itu sendiri. Ar-rahn berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas 

utang, di mana utang tersebut harus dilunasi oleh peminjam. Jika peminjam 

tidak dapat melunasinya, utang dapat dibayar melalui hasil penjualan barang 

tersebut. Dan barang tersebut bernilai finansial atau bernilai ekonomis.4 

Gadai sawah umumnya dilakukan karena adanya kebutuhan ekonomi 

yang mendesak, di mana seseorang memerlukan dana dalam jumlah besar 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik gadai (sando) sawah ini 

biasanya dilakukan berdasarkan saling percaya dan kesepakatan antara kedua 

belah pihak, tanpa adanya catatan formal atau saksi. Para pihak hanya 

mengetahui bahwa gadai diperbolehkan dalam agama, serta memahami bahwa 

barang yang dijadikan jaminan atas utang dapat dimanfaatkan oleh penerima 

gadai (murtahin).  

Berdasarkan temuan di lapangan, dalam praktik nyando sawah di Desa 

Koto Majidin, barang gadai (marhun) berupa sawah dimanfaatkan sepenuhnya 

oleh pihak murtahin (penerima gadai) tanpa adanya kompensasi kepada rahin 

(penggadai). Hal ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah yang 

menetapkan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan, kecuali dengan 

izin dari pemiliknya dan adanya kesepakatan yang adil di antara kedua belah 

pihak. Hal ini disebabkan karena setelah akad rahn, rahin tidak memiliki hak 

penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut. Hak 

 

                                                           
4
 Jauhairina Galini, et.al., “Klausul Akad Rahn,” Jurnal Al-Tsaman 3, No. 2 (2021): h. 1–

13. 
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murtahin terhadap marhun hanya terbatas pada nilai barang tersebut sebagai 

jaminan, bukan pada pemanfaatan hasilnya. Dalam hal ini, penting untuk 

dipahami bahwa tujuan utama dari rahn adalah untuk memberikan jaminan 

kepercayaan bagi murtahin, bukan sebagai sarana untuk memperoleh 

keuntungan. 

Akan tetapi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad gadai 

sering kali menjadi tantangan, sehingga tujuan asli dari rahn kerap terdistorsi. 

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Koto 

Majidin, Kabupaten Kerinci, di mana sawah mereka menjadi objek (marhun) 

jaminan dalam melaksanakan gadai.  

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, penerima gadai justru berupaya 

memperoleh keuntungan dari pihak yang menggadai, bukan semata-mata 

bertujuan untuk membantu. Masyarakat di Desa Koto Majidin seringkali tidak 

memahami sepenuhnya hak dan kewajiban dalam akad gadai, sehingga 

mereka rentan dieksploitasi oleh penerima gadai yang tidak bertanggung 

jawab. 

Perbedaan pandangan antara praktik lokal dan prinsip syariah ini 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan masalah 

dari segi hukum Islam. Meskipun masyarakat merasa nyaman dengan pola 

pemanfaatan sawah ini, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan pemahaman 

mereka tentang akad gadai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah.  

Penyelarasan ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi 

hukum Islam yang lebih mendalam, sehingga masyarakat tetap dapat 
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melaksanakan praktik gadai sawah tanpa melanggar prinsip keadilan yang 

diajarkan dalam agama. 

Dengan demikian, penting untuk mengkaji praktik ini lebih lanjut agar 

pemanfaatan sawah dalam akad gadai dapat dilaksanakan secara sah menurut 

syariah, tanpa merugikan pihak rahin maupun murtahin. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Koto Majidin dalam 

menjalankan praktik gadai sawah yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, 

serta membantu pemerintah desa dan tokoh agama dalam memberikan 

pemahaman yang lebih baik mengenai hukum gadai menurut Islam. 

Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menggali lebih dalam 

tentang praktik nyando sawah. Disusun dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Nyando Sawah di Desa Koto 

Majidin Kabupaten Kerinci”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, sehingga berpotensi 

menyebabkan kurangnya kejelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis 

menetapkan batasan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya 

difokuskan pada “praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten 

Kerinci yang ditinjau perspektif Fiqih Muamalah.” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana proses pelaksanaan menyando sawah di Desa Koto Majidin, 

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik nyando sawah di 

Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan . 

a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan menyando sawah di Desa 

Koto Majidin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. 

b. Untuk menganalisis praktik menyando sawah di Desa Koto Majidin 

dengan tinjauan Fiqih Muamalah. 

2. Manfaat 

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Koto Majidin tentang 

konsep rahn dan praktik menyando sawah yang sesuai dengan syariat 

Islam. 

b. Secara teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan 

manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang muamalah dan hukum Islam yang berkaitan dengan gadai 

(rahn) dalam tradisi nyando sawah berdasarkan Fiqih Muamalah. 

c. Bagi penulis, selain untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga menjadi sarana untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. 
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d. Untuk kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

permasalahan yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG 

PRAKTIK GADAI MUAMALAH  

 

A. Kerangka Teoritis 

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Fiqih Muamalah 

Kata muamalah berasal dari bentuk tunggal (انًعايهه) berakar dari kata 

 yang secara harfiah berarti saling berbuat atau berbuat secara timbal ,(عايم)

balik. Secara sederhana, muamalah berarti hubungan antara sesama 

manusia. Secara etimologis, muamalah memiliki makna yang sama dengan 

al-mufa„alah, yaitu tindakan yang dilakukan secara timbal balik. 

Secara terminologi, muamalah terbagi menjadi dua kategori, yaitu 

pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti 

sempit. Muamalah dalam arti sempit merujuk pada segala perjanjian atau 

transaksi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar manfaat 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.  

Muamalah mencakup segala aturan yang ditetapkan oleh Allah 

untuk mengatur interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara 

umum, muamalah berarti ketentuan-ketentuan hukum dari Allah yang 

bertujuan mengatur manusia dalam aspek-aspek kehidupan sosial dan 

urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
5
 

 

                                                           
5
 Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). h. 9. 
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Fiqih Muamalah dapat diartikan menjadi dua pengertian, sebagai 

berikut.
6
 

a. Fiqih muamalah dianggap sebagai satu kesatuan hukum dan aturan yang 

mengatur hubungan antar manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

kepemilikan atau benda, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari mereka. 

b. Fiqih muamalah dianggap sebagai disiplin ilmu pengetahuan. 

Sebagai hukum dalam berkehidupan, Islam memberikan pengaruh 

dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Islam berupaya menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip-prinsip 

akidah dan etika. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan perjanjian lain 

yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada perpaduan antara nilai 

material dan spiritual yang berlandaskan hukum syariat Islam. Di antara 

kaidah dasar dan hukum fiqih muamalah adalah:
7
  

a. Hukum daasar dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan) 

b. Fiqih muamalah berfokus untuk mewujudkan kemaslahatan 

c. Menghindari intervensi yang dilarang. 

d. Menjauhi eksploitasi. 

e. Memberikan toleransi dan tanpa adanya unsur paksaan. 

f. Tabligh, siddhiq, fathonah, amanah sesuai dengan sifat Rasulullah SAW.  

 

 
 

                                                           
6
 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. Fikih Muamalah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 6. 
7
 Ibid., h. 9. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Gadai dalam Fiqh Muamalah. 

Gadai adalah tindakan menahan salah satu aset milik penggadai 

(rahin) sebagai jaminan (marhun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) 

yang telah diterima. Dengan cara ini, pihak yang menahan (murtahin) 

memperoleh jaminan (marhun) untuk memastikan pembayaran kembali 

sebagian atau seluruh utangnya. 

Dalam hukum Islam, jaminan berperan untuk memberikan  

kepastian dan keamanan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Jika yang 

berutang gagal melunasi utangnya saat waktu yang disepakati, barang 

jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar sebagian atau seluruh utang 

yang terutang. 

Heri Sudarsono menyebutkan bahwa “Gadai dalam fiqih disebut 

dengan rahn, yang secara bahasa berarti barang yang digunakan sebagai 

jaminan untuk menjamin kepercayaan. Sementara, menurut syara', rahn 

berarti menahan sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan dengan 

sah, namun dapat diambil kembali dengan membayar tebusan”.
8
 

Selain itu, Azhar Basyir menjelaskan bahwa “rahn” bermakna 

sesuatu yang tetap, berkelanjutan, dan menahan sesuatu sebagai jaminan 

utang. Rahn berarti menjadikan suatu benda memiliki nilai sesuai dengan 

syara‟ sebagai jaminan hutang, sehingga dengan adanya benda yang 

dijadikan tanggungan, seluruh atau sebagian utang dapat dilunasi”.
9
 

 

                                                           
8
 Budiman Setyo, “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan 

Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 10, No. 1 (2010): h. 22–27. 
9
 Ibid., h. 24. 
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Berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur‟an pada Surat Al-

Baqarah (2): 283 

د    ٍ إ  ا ف ه  ض  ض ك ى ت ع  ٍ  ت ع   ف ا ٌ  أ ي 
ح   ث ىض  ٍ  ي ق  ا ف س ه   د وا  ك ات ث  ن ى  ت ج  ئ ٌ ك ُت ى  ع ه ى  س ف س  و  و 

ن   ُ ت ه   و  ٍ  أ ي   ت ً  اٱن ر ي ٱؤ   ً ٱللَّ   ت  ث ه    و  اث ى  ق ه  ه ا ف ا َ ه    ء  ت ً  ي ٍ ٌ ك  د ج   و  ت ً ىا  ٱنش ه   لَ  ت ك  ت ه    و  ٍ ت ق  ٱللَّ   ز   

ٌ  ع ه ٍى                 ه ى  ً  ت ع 

Artinya:  Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah 

kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, karena barangsiapa menyembunyikannya, 

sungguh hatinya kotor (berdosa). Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah/2: 283)
10

 
 

Gadai sawah atau Rahn merupakan praktik gadai yang melibatkan 

pemberian jaminan atas tanah pertanian atau hasil pertanian yang ditanam 

di atasnya. Dalam literatur atau praktik umum, skema gadai sawah atau 

rahn ini memiliki karakteristik khusus. 

a. Pembagian keuntungan dari pemanfaatan barang yang dijadikan 

jaminan. Permasalahan ini timbul karena hasil dari pengelolaan sawah 

yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak dibagikan secara adil. 

Bahkan, dalam beberapa kasus, rahin tidak menerima bagian apapun 

dari keuntungan yang diperoleh murtahin dari pengelolaan sawah 

tersebut. Hal ini terjadi karena murtahin beranggapan bahwa rahin 

tidak berhak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga, 

 

                                                           
10

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya, (CV. 

Penerbit Abyan), h. 49. 
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pemanfaatan sawah sepenuhnya berada di tangan murtahin dan hasil 

pengelolaan juga sepenuhnya milik murtahin. 

b. Proses gadai yang berlangsung lama. Hal ini terjadi ketika batas waktu 

yang ditetapkan murtahin untuk pelunasan utang telah jatuh tempo. 

namun rahin belum mampu melunasi utangnya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, pihak murtahin menahan 

barang jaminan hingga rahin melunasi hutangnya, yang sering kali 

menyebabkan gadai tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Hal 

inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.
11

 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur‟an pada Surat Al-

Baqarah (2): 188 

لَ  ت أ   ل  ٱنُ  و  ى   ٍ  أ ي  ك او  ن ت أ ك ه ىا  ف س ٌق ا ي   ت ه ا  ئ ن ى ٱن ح 
ن ىا  ت د  ن ك ى ت ٍ ُ ك ى ت ٱن ث  ط م  و  ى   ا  أ ي  ِ  ك ه ى  ا  

                 ٌ ً ى ه  أ َت ى  ت ع  ث ى  و  ت ٱلْ    

Artinya:    “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 188)
12

  
 

Syafi‟iyah mendefinisikan akad rahn sebagai berikut, menetapkan 

al-„Ain (barang berwujud) sebagai jaminan utang, di mana barang tersebut 

dapat digunakan untuk melunasi utang (al-marhuun bihi) apabila pihak 

yang berutang (ar-rahin) tidak mampu membayar. Al-„Ain menunjukkan 

 

                                                           
11

 Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya 

Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot 

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan),” ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah 4, No. 1 (2021): h. 

46-60. 
12

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op. cit, h. 29. 
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bahwa manfaat atau kegunaan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang 

digadaikan (al-marhuun), karena kemanfaatan sifatnya mudah habis dan 

rusak, oleh karena itu, tidak bisa dijadikan barang jaminan.
13

 

Hanabilah mendefinisikan ar-rahnu sebagai harta yang dijadikan 

sebagai jaminan utang, yang apabila pihak yang berutang tidak bisa 

melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan hasil penjualan 

harta yang dijadikan jaminan tersebut.
14

 

Malikiyah mendefinisikan ar-rahnu sebagai sesuatu yang bernilai 

(mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan sebagai 

jaminan atas utang yang telah mengikat atau yang nantinya akan mengikat. 

Ini berarti akad atau kesepakatan untuk menjadikan harta berbentuk al-„ain 

(benda berwujud, seperti tanah, rumah, hewan, atau barang dagangan) 

sebagai jaminan. Selain itu, ar-rahnu juga dapat berupa manfaat, baik 

dalam bentuk kegunaan barang maupun tenaga dan keahlian seseorang.
15

 

 Hanafiyah mendefinisikan rahn sebagai menjadikan suatu barang 

sebagai jaminan atas hak piutang, yang dapat digunakan sebagai 

pembayaran atas hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dari 

beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah akad 

utang-piutang yang melibatkan barang yang memiliki nilai harta menurut 

pandangan syara‟ sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan 

boleh mengambil utang.
16  

 

                                                           
13

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-

Kattani, et.al., (Jakarta: Gema  Insani, 2011), h. 107. 
14

 Ibid., h. 107. 
15

 Ibid., h. 108. 
16

 Muchsin, “J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya 

Islam” 1, No. 1 (2016): h. 87–97. 
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Dalam perspektif fiqh muamalah, gadai (rahn) merupakan salah 

satu bentuk akad yang memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam transaksi keuangan. 

Implementasi akad rahn dalam sistem keuangan Islam tidak semata-mata 

berorientasi pada aspek bisnis, melainkan lebih kepada upaya untuk 

menjaga keadilan dan memberikan rasa aman bagi pihak yang 

memberikan pinjaman (murtahin). 

Prinsip utama yang melandasi praktik gadai dalam Islam adalah 

upaya untuk menghindari praktik riba dan mencegah terjadinya 

penyalahgunaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemberi gadai (rahin). 

Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi 

harta (hifdz al-mal) dan menjaga kemaslahatan semua pihak yang terlibat 

dalam transaksi gadai. 

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama pensyariatan akad 

rahn bukanlah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk 

memastikan adanya kepastian dan jaminan atas pelunasan utang. Hal ini 

menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan 

keseimbangan dalam setiap transaksi muamalah, termasuk dalam 

pelaksanaan praktik gadai. 

Dalam fiqh muamalah, penggunaan barang gadai (marhun) 

menjadi aspek yang membutuhkan perhatian khusus karena berhubungan 

langsung dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan 

prinsip syariah, aset yang dijadikan jaminan (marhun) secara hukum tetap 
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menjadi milik pemberi gadai (rahin). Oleh karena itu, penerima gadai 

(murtahin) tidak diperkenankan memanfaatkan barang tersebut untuk 

keperluan pribadinya kecuali telah memperoleh izin yang jelas dari rahin. 

Demikian ini barangkat dari pendapat mereka tentang transaksi 

secara keseluruhan. Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada empat:
17

  

a. Marhun (barang yang digadaikan)  

b. Marhun Bih (hutang atau tanggungan)  

c. Aqidain/Rahin Wal Murtahin (orang yang bertransaksi)  

d. Sighat ijab dan kabul (ucapan serah terima). 

3. Pengertian Nyando Sawah 

Nyando sawah berasal dari kata sando yang berarti gadai, yaitu 

suatu kegiatan secara turun temurun yang masih dilakukan dalam 

kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Kabupaten 

Kerinci, salah satunya di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, 

Provinsi Jambi.  

Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena sering kali seseorang 

membutuhkan dana yang cukup besar untuk keperluan seperti membiayai 

sekolah anak, modal usaha, atau kebutuhan hidup sehari-hari. 

 Situasi ini muncul dari kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit. 

Ketika seseorang (rahin) mengalami kesulitan finansial dan enggan 

meminjam dana dari lembaga keuangan seperti bank, sementara uang 

 

                                                           
17

 Wina Fitriani, et.al., “Dampak Penerapan Sande (Gadai) Sawah Ditinjau dari Ekonomi 

Islam” SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal 8829: h. 26–30. 
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tersebut menjadi sumber utama untuk kebutuhan keluarga, seperti biaya 

harian, pendidikan anak, biaya kuliah, membuka usaha, dan kebutuhan 

lainnya. 

Masyarakat Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci biasanya 

mencari solusi dengan cara menggadaikan barangnya atau dengan cara 

menggadaikan sawahnya. Praktik nyando ini sudah berlangsung lama 

dilakukan oleh kalangan masyarakat Desa Koto Majidin, yang pada 

akhirnya menjadi tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang 

yang masih dijalankan dalam bermasyarakat.  

Tradisi nyando sawah sudah akrab di telinga masyarakat Desa 

Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 

sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Koto Majidin yaitu apabila 

kebun ataupun sawah akan dijadikan sebagai barang jaminan melalui 

perjanjian secara lisan.
18

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan terhadap penelitian-

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti ini,  antara lain 

yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rinny Dhita Utari, yang berjudul 

“Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu, 

Kecamatan Candung, Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun gadai 

 

                                                           
18

 Angga Aprianto, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Tating-

Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi 

Bengkulu”, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2022). 
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maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Jorong 

Bingkudu, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam telah sesuai dengan 

aturan gadai dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari segi syarat gadai 

maka pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Bingkudu terdapat 

beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum 

Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (marhun), syarat 

utang (marhun bihi), dan syarat pernyataan kesepakatan (sighat), di mana 

ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau 

tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku 

dalam hukum Islam. Dan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai 

berupa sawah yang dilakukan oleh penerima gadai (murtahin), maka 

pelaksanaan gadai sawah di Jorong Bingkudu menjadi tidak sah 

dikarenakan pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang 

pinjaman, sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut mengandung 

unsur riba.
19

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Purnamasari, yang berjudul “Sando 

Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa 

Jarakan,  Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang)”. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan masyarakat 

Desa Jarakan dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk jangka waktu sando 

minimal satu tahun dan ada juga yang tidak memiliki jangka waktu, 

sedangkan rahin (penggadai) belum bisa melunasi hutangnya maka sando 
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 Rinny Dhita Utari. “Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu 

Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi: UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2018). 
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dapat diteruskan. Serta barang yang dijadikan sebagai jaminan menjadi 

beralih hak setelah digadaikan. Dan dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah 

sando sawah yang dilaksanakan di Desa Jarakan tidak sesuai dengan 

hukum Islam, karena salah satunya pemegang gadai berhak atas semua 

manfaat barang gadai tersebut.
20

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lebes Pamungkas, yang berjudul 

“Praktik Sando di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, 

Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis Bay‟ Al-Wafa‟ Perspektif 

Hanafiyah)”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik 

sando di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten 

Kepahiang ini dilakukan dengan cara perjanjian tertulis dan lisan, tetapi 

kebanyakan perjanjian dilakukan secara lisan dan kejelasan tentang waktu 

tempo terhadap barang sando tidak detentukan dengan pasti, seperti pada 

saat jatuh tempo sering terjadi perpanjangan tempo  terhadap penahanan 

objek sando tersebut.
21

 

Adapun perbedaannya dari penelitian yang akan diteliti ialah penulis 

ingin meneliti tentang proses pelaksanaan praktik nyando sawah yang 

dilakukan di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, 

Provinsi Jambi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis field research, yaitu penelitian 

yang melibatkan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan 

untuk menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

melakukan praktik nyando sawah.  

2. Objek Penelitian 

Sedangkan objek penelitian ini adalah praktik nyando sawah di 

Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci ditinjau dari fiqih muamalah 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, 

gejala, benda, pola sikap, tingkah laku dan lain-lain yang menjadi fokus 

penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri 10 orang.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari keseluruhan karakteristik populasi yang 

digunakan untuk tujuan penelitian. Dalam menentukan jumlah sampel, 

peneliti menggunakan teknik Total Sampling. Total Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah 

populasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang.  

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut dengan responden, 

melainkan sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru 

bagi peneliti dalam proses pengumpulan data. Sampel dalam penelitian 

kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
22

 

 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari 

narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan.  
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21 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh 

dari buku-buku Fiqih Muamalah atau kumpulan dari sumber-sumber yang 

telah ada untuk melengkapi data primer. Data ini digunakan oleh peneliti 

sebagai bahan pendukung yang relevan dengan topik penelitian.. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung 

jawabkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek 

penelitian. Pengamatan ini bisa dilakukan dalam situasi yang nyata 

maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.
23

 

2. Wawancara  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana peneliti 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan 

melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara dapat dipandang 

sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.
24
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

menelaah dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip serta buku-buku 

tentang pendapat, atau aturan hukum yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian.
25

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisasikan data 

yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses ini mencakup 

pengkategorian data, penyusunan dalam unit-unit yang lebih kecil, sintesis, 

penyusunan pola, pemilihan data yang relevan, serta menarik kesimpulan yang 

mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan 

dan mengambarkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan serta 

permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan 

dengan konsep rahn terhadap praktik nyando sawah yang terjadi di Desa Koto 

Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.  

 

G. Metode Penulisan 

 Dalam mengelola data untuk dimasukkan ke dalam tulisan, peneliti 

menggunakan metode berikut: 

1. Deskriptif, yaitu mengambarkan secara tepat dan akurat sesuai data-data 

yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.  
 

                                                           
25

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), h. 57. 
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2. Deduktif, yaitu menyajikan data-data yang bersifat umum yang relevan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

yang lebih spesifik. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka 

penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini mencakup latar belakang masalah,batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan menjelaskan Fiqih Muamalah, tinjauan umum 

tentang gadai dalam Fiqih Muamalah, dan pengertian nyando 

sawah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan menjelaskan tentang prosedur dan langkah-

langkah yang harus ditempuh,dengan langkah apa data-data 

tersebut diperoleh. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan 

menyando sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci 

Provinsi Jambi, dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik 

nyando sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat 

sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam 

penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, praktik nyando sawah di 

Desa Koto Majidinn, Kabupaten Kerinci, didasarkan atas kesepakatan 

antara pihak rahin (penggadai) dan pihak murtahin (pemegang barang 

jaminan) yang kebanyakan menggunakan perjanjian secara lisan. Sawah 

yang disandokan dikelola oleh pihak penyando, yang bertanggung jawab 

atas hasil panen selama masa nyando berlangsung. Hasil panen 

sepenuhnya menjadi milik penyando hingga utang dilunasi. Jika utang 

tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, sawah tersebut 

menjadi milik penyando. Meskipun ada kepercayaan kuat antar kedua 

belah pihak, potensi perselisihan tetap ada, namun umumnya diselesaikan 

melalui mekanisme adat. 

2. Dalam tinjauan Fiqih Muamalah, praktik nyando sawah di Desa Koto 

Majidin dapat dikategorikan sebagai bentuk akad rahn atau gadai, di mana 

sawah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman uang. Namun, terdapat 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan: 

a. Pengelolaan hasil oleh pihak penyando dapat dianggap tidak sejalan 

dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena dalam akad rahn yang 

murni, barang yang dijaminkan tidak boleh dimanfaatkan oleh 

penerima gadai kecuali dengan izin yang jelas dari pemilik dan harus 

sesuai dengan ketentuan syariah. 
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b. Potensi riba: Dalam praktik nyando sawah, potensi riba muncul jika 

murtahin (pemilik sawah) memanfaatkan hasil dari sawah yang 

digadaikan. Pemanfaatan ini bertentangan dengan prinsip syariah, 

karena dalam akad rahn, barang yang dijaminkan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh penyando tanpa izin pemilik. Jika murtahin 

mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan, ia berisiko 

mendapatkan keuntungan dari aset yang seharusnya tidak dapat 

digunakan, menciptakan ketidakadilan dan potensi eksploitasi. Ini 

dapat berujung pada praktik riba, di mana penyando memperoleh 

keuntungan lebih dari pinjaman yang diberikan. 

 

B. Saran 

1. Praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci tidak 

sesuai dengan syariat Islam, bahwa kebanyakan perjanjian nyando sawah 

dilakukan secara lisan. Walaupun hubungan kepercayaan antar pihak 

cukup kuat, potensi perselisihan tetap ada, terutama jika salah satu pihak 

merasa dirugikan. Disarankan agar setiap transaksi nyando sawah 

dilakukan dengan perjanjian tertulis. Hal ini penting untuk menghindari 

terjadinya kesalahpahaman antara pihak rahin (penggadai) dan murtahin 

(penerima gadai) terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak selama 

masa pengelolaan sawah. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah 

pihak akan memiliki dasar hukum yang jelas jika terjadi perselisihan. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat terhadap akad 

syariah yang benar masih terbatas, sehingga praktik nyando sawah 

berpotensi melanggar prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Diperlukan 

penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat Desa Koto Majidin mengenai 

akad-akad dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan utang piutang dan 

gadai. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat akan lebih memahami 

pentingnya melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan Islam, 

sehingga bisa tercipta keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. 
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LAMPIRAN 

Pertanyaan Wawancara 

1. Bisakah anda menjelaskan secara detail keadaan geografis Desa Koto 

Majidin? 

2. Dari segi ekonomi, Apa saja mata pencaharian penduduk di Desa Koto 

Majidin? 

3. Bagaimana keadaan sosial yang ada di Desa Koto Majidin? 

4. Bagaimana keadaan ekonomi yang ada di Desa Koto Majidin? 

5. Bagaimana dengan keagamaan yang ada di Desa Koto Maijdin? 

6. Bagaimana sistem pemerintahan di Desa Koto Majidin? 

7. Bagaimana adat istiadat di Desa Koto Majidin? 

8. Bisakah Anda jelaskan secara singkat apa itu praktik nyando sawah di Desa 

Koto Majidin? 

9. Sejak kapan praktik nyando sawah ini dilakukan di desa ini? 

10. Apa alasan melakukan nyando sawah? 

11. Bisakah Anda jelaskan lebih detail tentang pembagian hasil panen dalam 

 praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin? 

12. Apakah pernah terjadi perselisihan atau konflik dalam praktik nyando 

 sawah? Bagaimana Anda mengatasinya? 

13. Apakah ada perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat 

 dalam nyando sawah? 

14. Berapa jumlah uang yang dipinjam? 

15. Berapa luas sawah yang digadaikan? 
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